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PROVINSI JAWA TENGATI

PERATURAN BUPATI PURWORE.IO
NOMOR : g, [^aEIIu 2@18

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KER,.IA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWORE.IO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORE"IO,

Menimbang a. bahwa unhrk melaksanakan ketentuan Pasal 7
Peraturan Daeratr Kabupaten h.rrworejo Nomor L4
Tahun 2OL6 tentang Pembenttrkan dan Susunan
Perangkat Daerah I(abupaten Rrrwonejo, telah
ditetapkan Perattrran Bupati R.rrurorejo Nomor 64
Tahun 2OL6 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, T\rgas dan F\rngsi, serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Ikbupaten R.rrworejo;

b. bahwa sejalan dengan dinamika perkembangan
keadaan dan kebuhrhan penataan kelembagaan
serta perubahan peratrrran perundang-undangan,
maka Perahrmn Bupati sebagaimana dimaksud pada
hunrf a sudatr tidak sesuai lagi, sehingga perlu
diganti dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang
banr;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Perattrran Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Ttrgas dan Rrngsi, serta Tata
Kerja Sekretariat Daeratr Kabupaten Rurrorejo;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Femerintahan Daerah
Indonesia Tahru: 2OL

Negara
tentang

Republik
Nomor 244, Tambahan

Ferubahan lGdua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Femerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan l€mbaxan Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang
Ferangkat Daerah (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2OL6 Nomor ll4,
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884;

5. Feraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2016 tentang dan Susunan

Daerah
Tahun 2016 Nomor 14,

Tambahan lembaran Daerah Kabupa.ten
Nomor l4l, sebagaimana telah diubah dengan
Feraturan Daerah l(abupa.ten Purworejo Nomor 1
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Ibbupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016
tentang dan Susunan nerangfut
Daerah l(abupa.ten Daerah

Tahun 2OLT Nomor l,
Tambahan kmbaran Daerah
Nomor 1);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
PURWORE.IO.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

it

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daera-h adalah Ikbupaten Purruorejo.
2. Daerah adalah Urusan

oleh Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsrp otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebrgeimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
Pemerintahan Daerah yang

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD, adalah lemb"ge ral<yat daerah yang

Pemerintahan Daerah.berkedudukan seb"gei unsur penyelenggara
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah

9. Selrretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah l(abupa.ten Purworejo.
10. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten
11. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat

Daerah l(abupaten Purworejo.
12. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut

Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam suatu organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta
bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Sekretariat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati.

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Sekretariat Daerah tugas membantu Bupati dalam
penrusunan kebljakan dan pengoordinasian administratif terhadap
petraksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Pasal 4

Datam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

pengoordinasian menJrusun kebijakan Daerah;
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

a.
b_

3

$



c. pemantauan dan pelaksanaan evaluasi melaksanakan kebiiakan
Daerah;

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di
Pemerintah Daerah;

fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengane.
tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Sekretaris Daerah, terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan, membawahkan:

1. Bagian Pemerintahan;
2. Baga;rrHukum;
3. Bagian Organisasi dan Aparatur.

c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan:
1. Bagian Perekonomian;
2. Bagan Pembangunan
3. Bagian Penga.daan Barang dan Jasa.

d. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rak5rat,
1. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
2. Bagian Umum;
3. Bagian Humas dan Protokol.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Ba€im organisasi Sekretariat Daerah sefoageimarr4 dimaksud pa.da
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

ASISTEN PEMERII.ITAHAN

Pasal 6

Asisten Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Daerah.
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Pasal 7

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah
dalam kebijakan,
pelaksanaan tugas Daerah secara terpadu,

dan melaksanakan evaluasi kebiiakan dan
administratif serta pembinaan aparatur sipil negara di

yang meliputi pemerintahan, hukum, serta
dan aparatur.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
Asisten Pemerintahan tungsi:

penjrusunana, penyrapan
tugas Perangkat Daerah secara

terpadu, pemantauan dan evaluasi
administratif dan pembinaan aparatur

b. penyiapan pengoordinasian penJrusunan kebljakan,
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara

te4radu, melaksanakan pemantauan dan melaksanakan evaluasi
kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur
sipil negara di bidang hukum;

c. penlnapan pen5rusunan kebijakan,
tugas daerah sercara

terpadu, melaksanakan pemantauan dan melaksanakan evaluasi
kebijakan, dan peLayanan administratif dan pembinaan aparatur
sipil negara di bidang organisasi dan aparatur;

d. penyelenggaraan ketatausahaan Asisten Pemerintahan
e. tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 9

(1) Asisten Pemerintahan membawahkan:
a. Bagian Pemerintahan;
b. Bagian Hukum;
c. Bagian Organisasi dan Aparatur.

(2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah
dan jawab kepada Asisten Pemerintahan.

Pasal 1O

Bagran Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf a, mempunyai tugas bahan
penlrusunan kebij akan, pelaksanaan tugas perangkat

dan melaksanakan evaluasidaerah secara terpadu,
pelaksanaan kebljakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan
aparatur sipil negara di bidang pemerintahan, yang meliputi

otonomi daerah serta kerjasama daerah.
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Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
Bagan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penJrusunan kebijakan,

tugas Perangkat Daerah secara
terpadu, dan melaksanakan evaluasi
kebiiakan, dan administratif dan pembinaan aparatur
sipil negara di bidang administrasi pemerintahan;

b. penyiapan bahan pen5rusunan kebliakan,
tugas Perangkat Daerah secara

terpa.du, pernantauan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan
kebiiakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan apaxatur
sipil negara di bidang otonomi daerah;

c. penyiapan bahan kebiiakan,
tugas Perangkat Daerah secara

terpa.du, pemantauan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan
kebiliakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur
sipil negara di bidang kerjasama daerah;

d. penyelenggaraan ketatausahaan Bagian Pemerintahan
e. penyiapan bahan dan koordinasi di bidang

f. penyampaian saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten
Pemerintahan di bidang pemerintahan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten
sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 12

ta,

h.

( 1) Bagian Pemerintahan, membawahkan:
a. Subbagian Administrasi Pemerintahan
b, Subbagian Otonomi Daerah;
c. Subbagian Kerja Sama Daerah.

berada di bawah dan
Pemerintahan.

(2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
oleh seorang Kepala Subbagian yang

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian

Pasal 13

Subbagian Administrasi Pemerintahan sebagnimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tuga.s melaksanakan kegiatan
teknis administratif perumusan kebliakan,

tugas Daerah secara terpadu,
pembinaan, monitoring,
serta pelaporan di bidangevaluasi,

administrasi pemerintahan, yang meliputi:
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a. men]rusun dan melaksanakan rencana dan program kerja dalam
wilayah,

umurn dan kawasan khusus, dan
ketertiban umum, masyarakat, kesatuan bangsa, dan
politik dalam
pertanahan
bencana;

serta manajemen

b.

c

d.

e.

f.

d

h.

i.

tah

kesatuan

Fr.ararrl.I

Pemerintahan di

bahan perumusan
bidang pembinaan

kebljakan
wilayah,

perlindungan
dalam negeri,

Kepala

di
umum dan perizinan, kawasan

khusus, ketentraman dan ketertiban urmm,
dan politik

pengawasan, serta
manajemen dan bencana;

tugas Perangkat Daerah secara

pelaporan di
umum dan

perizinan, kawasan khusus, ketentrainan dan ketertiban rlrnrun,
masyarakat, kesatuan bangsa, politik dalam negeri,

pencatatan sipil, pengawasan, serta
pencegahan dan bencana;

tugas Perangkat Daerah secara

Subbagian Administrasi

menyiapkan
administrasi pemerintahan;

bahan dan koordinasi di bidang

dan bahan pertimbangan kepada
bidang Administrasi Pemerintahan;

evaluasi dan tugas di

oleh Kepala

Pasal 14

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
kegiatan teknis

secara terpadu

serta
a. menyusun dan

ESIAE
Daerah
khusus (otsus),

wilayah,
wilayah,

(DPoD),

iimtiTttoring, evaluasi

daerah dan otonomi
rupabumi (toponim$ darr

Dewan Otonomi Daerah
penanganan laporan

Bupati serta
uflIsan

tugasperbantuankan ke daerah;
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b. menyusun bahan
bidang
yang

kebijakan daerah di
dan harmonisasi urusan pemerintahan

sebagai di daerah
berdasarkan asas otonomi, penanganan laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD), pembentukan dan penataan daerah
dan otonomi khusus (otsus), perbatasan daerah, rrrpa bumi
Itoponiml dan pemetaan wilayah, wilayah
perbatasan, penetapan luas wilayah, fasilitasi Dewan Pertimbangan
Otonomi Daerah (DPOD), pengawasan, penanganan Laporan
Keterangan

dan fasilitasi urusErn pemerintahan yang
didekonsentrasikan dan ditugasperbantuankan ke daerah;

tugas Perangkat Daerah secara
terpadu, administrasi, pembinaan,

evaluasi, serta di bidang
dan harmonisasi urusan pemerintahan,

penanganan l,aporan Daerah
(LPPD), pembentukan dan penataan daerah dan otonomi khusus
(Otsus),
wilayah,

daerah, toponimi (rupa bumi) dan pemetaan
wilayah penetapan luas

wilayah, fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD),
penanganan La.poran Keterangan (LKPJ)
Bupati serta pengoordinasian dan fasilitasi urusan
yang didekonsentrasikan dan ditugasperbantuankan ke daerah;

penerapan Standar Pelayanan Minimal;
e. memfasilitasi pelayanan administrasi

dan pemberhentian Bupati/Wakil

(LKPJ) Bupati serta

c.

d.

f.

l.

dan
pati, peresmian
anggota/pimpinan

DPRD, Peresmian Pemberhentian dan peresmian pengangkatan
pengganti antar waktu anggota/ DPRD,
pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan/pimpinan DPRD;

ketatausahaan Subbagian Otonomi Daerah;
c. bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang

otonomi daerah;
h. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepa.la

Bagian Pemerintahan di bidang Otonomi Daerah;
melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di
bidang Otonomi Daerah;

j. tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bagran Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 15

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
tugas kegiatan teknis

administratif

pengendalian
meliputi:

biiakan,
Perangkat Daerah secara terpa.du,

pembinaan,
serta pelaporan di bidang kerja sama daerah, 5rang
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a. men5rusun rencana dan program kerja di bidang kerja sama antar
daerah, fasilitasi kerja sama daerah dengan pihak ketiga dan
fasilitasi asosiasi daerah/badan kerja sama daerah;

b. menyusun bahan perumusan keb{iakan daerah di
bidang kerja sama antar daerah, fasilitasi kerja sama daerah
dengan pihak ketiga dan fasilitasi asosiasi daerah/badan kerja
sama daerah;

pel,aksanaan tugas Perangkat Daerah secarac.

l.

terpadu, pembinaan,
meLaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang
kerja sama antar daerah, fasilitasi kerja sama daerah dengan pihak
kstige da:r fasilitasi asosiasi daerah/badan kerja sama daerah;

d. memfasilitasi pengurusan izin aparatur sipil negara, Bupati dan
Wakil Bupati serta anggota DPRD yang akan melaksanakan

dinas ke luar negeri;
e. ketatausahaan Subbagian Kerja Sama Daerah;
f. bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang kerja

sama daerah;
g. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepa.da Kepala

Bagian Pemerintahan di bidang kerja sama daerah;
h. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di

bidang kerja sama daerah;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 16

Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b,
tugas bahan

kebljakan, Daerah
secara terpadu,

hukum.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan kebljakan,

tugas Perangkat Daerah secara
terpadu, dan evaluasi kebljakan, dan
pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di
bidang peraturan perundang-undangan daerah;

b. penyiapan ba.l.an pen5rusunErn kebiiakan,
tugas Perangkat Daerah secara

terpadu, pemantauan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan, dan
pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di
bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia skala kabupa.ten;
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c. bahan

berada di bawah dan
Hukum.

penJrusunan kebijakan,

bertanggung jawab kepada Kepala Bagan

d.
e.
f.

at

h.

tugas perangkat daerah secara
terpadu, dan evaluasi kebiiakan, dan
pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di
bidang pengkajian dan dokumentasi hukum;

ketatausahaan Bagran Hukum;
penyiapan bahan dan melaksanakal koordinasi di bidang hukum;

saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten
di bidang hukum;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang
hukum;

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten
sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 18

(1) Bagian Hukum, membawahkan:
a. Subbagian Peraturan Perrrndang-undangan;
b. Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c. Subbagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum.

(2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang

Pasal 19

Subbagian Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan teknis administratif perumusan kebiliakan,
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, penyelenggaraan

pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi,
serta di bidang peraturan

undangan daerah yang meliputi:
a. men5rusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang

peraturan perundang-undangan daerah;
b. menyusun ba-han perumusan kebliakan pemerintah daerah di

bidang peraturan perundang-undangan daerah;
c. dan menganalisa bahan kebiiakan

pedoman/petunjuk teknis dan rencana strategis di bidang
peraturan perundang-undangan daerah;

tugas Perangkat Daerah secara
administrasi, sistem informasi,

d.
terpadu,
fasilitasi, pemantauan, melaksanakan evaluasi, pengendalian dan
pelaporan di bidang peraturan penrndang-undangan daerah;

e. menu:oses dan produk-produk hukum daerah
(Peraturan Daerah, Peraturan Bupa.ti, Keputusan Bupati);

f. melaksanakan verilikasi produk-produk hukum daerah
Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati);

u
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h.

t.

kembali hukum daerah
(Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati);

Subbagian Peraturan

bahan dan koordinasi di bidang
peraturan pemndang-undangan

J. saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Bagian Hukum di bidang peraturan perundang-undangan;

k. melaksanakan evaluasi dan tugas di
bidang peraturan perundang-undangan;

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Hukum sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2O

Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, tugas

kegiatan teknis perumusan
tuga.s Perangkat Daerah secara terlradu,

pembinaan,
evaluasi, serta pelaporan di bidang

bantuan hukum dan hak asasi manusia skala kabupaten yang
meliputi:
a. menJrusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang

bantuan hukum dan hak asasi manusia skala kabupaten;
b. menyusun bahan perumusan kebljakan pemerintah daerah di

bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia skala kabupaten;
dan bahan kebljakan pembinaan,c.

e.

h.

1.

petunjuk teknis dan nencana strategis di bidang bantuan
hukum dan hak asasi manusia skala kabupaten;

d. tugas Perangl<at Daerah secara
administrasi, sistem informasi,terpadu,

fasilitasi, pemantauan, pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan
pelaporan di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia skala
kabupa.ten;
menyelenggarakan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum
bedasarkan pengaduan laporan khusus,
dan penyiapan bahan pembelaan dan bantuan hukum serta
layanan konsultasi hukum sesuai dengan peraturan perundang-

yang berlaku;
f. menyiapkan dan menyele sosialisasi dan penyuluhan

hukum;
c. ketatausahaan Subbagian Bantuan Hukum dan

Hak Asasi Manusia;
bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang

bantuan hukum dan hak asasi manusia;
saran dan bahan kepada Kepala

Bagan Hukum di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia;j. melaksanakan evaluasi dan pelaksanaan tugas di
bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia;

tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Hukum sesuai dengan tuga.s dan fungsi.

{./

k.
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Pasal 21

Pengkajian dan Hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, tugas
melaksanakan kegiatan teknis perumusan kebdakan,

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu,
pembinaan, melaksanakan evaluasi,

pengendalian serta pelaporan di bidang penSkajian dan dokumentasi
hukum yang meliputi:
a. menJrusun dan melaksanakan rencEura dan program kerja di bidang

pengkajian dan dokumentasi hukum;
b. menyiaplran dan bahan kebiiakan

pedoman/petunjuk teknis dan rencana strategis di bidang
penglrajian dan dokumentasi hukum;

tugas Perangkat Daerah secara
administrasi, sistem informasi,

c.

f.

1.

terpadu,
fasilitasi, pemantauan, melaksanakal evaluasi, pengendalian dan
pelaporan di bidang pengkajian dan dokumentasi hukum;

d. melaksanakan pengkajian produk-produk hukum daerah;
e. melaksanakan Janngan dan informasi

hukum Pemerintah Daerah;
ketatausahaan Subbagian Pengkajian dan

Hukum;
bahan dan koordinasi di bidang

pengkajian dan dokumentasi hukum;
h. saran dan bahan kepada KepaLa

Bagian Hukum di bidang dan dokumentasi hukum;
evaluasi dan

g. menyiapkan

tugas di
bidang dan dokumentasi hukum;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bagran Hukum sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal22

Bagian Organisasi dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian
pen5rusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah secara terpadu, dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan
aparatur sipil negara di bidang organisasi dan aparatur, yang meliputi
kelembagaan, ketatalaksanaan, serta pendayagunaan aparatur.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,
Bagian Organisasi dan Aparatur menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penlrusunan kebljakan,

pelaksanaan tuga.s Perangkat Daerah secara
terpa.du, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan
pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di
bidang kelembagaan;

q
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b. penyiapan bahan penlrusunan
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secErra

terpadu, pemantalran dan evaluasi kebijakan, dan
pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di
bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik;

penlrusunan kebljakan,c. penyiapan bahan
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara

tertrradu, pemantauan dan evaluasi kebijakan, dan
pelayanan dan aparatur sipil negara di
bidang pendayagunaan aparatur;

d. penyelenggaraan ketatausahaan Bagian Organisasi dan Aparatur;
tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahane.

c.

sesuai dengan hrgas dan fungsi.

Pasal 24

(1) Bagian Organisasi dan Aparatur, membawahkan:
a. Subbagian Kelembagaan;
b. Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
c. Subbagian Pendayagunaan Aparatur.

(2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepa.da Kepala Bagian
Organisasi dan Aparatur.

Pasal 25

Subbagian Kelembogpen dimaksud dalam Pasal 24 ayat
huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif
perumusan kebiiakan, tugas Perangkat
Daera-h secara terlmdu,
monitoring, melaksanakan evaluasi, serta pelaporan di
bidang kelembagaen Perangkat Daerah yang meliputi:
a. menJrusun dan melaksanakan rencana dan program ketja bidang

kelembagaan Perangkat Daerah;
b. men5rusun bahan perumusan kebljakan pemerintah daerah di

bidang kelembagaan Perangkat Daerah;
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara

terpadu, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, penataan,
pengendalian serta pelaporan di bidang kelembagaan Perangkat
Daerah;

d. meLaksanakan analisis kelembagaan Perangkat Daerah;
e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
f. menyusun pedoman koordinasi dan hubungan kerja kelembagaan

Perangkat Daerah;
c.
h.

menyelenggarakan ketatausahaan Subbagian Kelembagaan;
bahan dan koordinasi di bidang

i. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepa.da Kepala
Boglm Organisasi dan Aparatur di bidang kelembagaan;j. melaksanakan evaluasi dan melaporkan
bidang kelembagaan;

13
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k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Organisasi dan Aparatur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 26

Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Pubfk
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b,
melaksanakan kegiatan teknis administratif

tugas Perangkat Daerah secara terpadu,
menyelenggarakan
melaksanakan evaluasi

administrasi, pembinaan,

laksana kedinasan Perangfat Daerah dan

tugas
kebljakan,

serta
monitoring,

di bidang tata
publik, yang

kebijakan pemerintah daerah di
Perangkat Daerah dan pelayanan

tugas Perangkat Daerah secara
pembinaan,

serta di bidang

meliputi:
a. men5rusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang

tata Laksana kedinasan Perangkat Daerah dan pelayanan publik;
b. menyusun bahan

bidang tata laksana kedinasan
publik;

c.
terpadu,
melaksanakan
tata Laksana kedinasan Perangkat Daerah dan pelayanan publik;

d. menyusun Penetapan Kinerja Daerah;
e. mengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP);
f. menyusun l^aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Daerah;
ta, mengoordinasikan dan membina

publik;
peLayanan

h. menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat
Daerah/Unit Kerja penyelenggara pelayanan publik;

ketatausahaan Subbagian Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik;

bahan dan koordinasi di bidang
ketatalaksanaan dan pelayanan publik;

I

J

k.

I

m.

menyampaikan saran
Bagian Organisasi dan

dan bahan
Aparatur di bidang

Kepala
dan

pelayanan publik;
melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di
bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik;

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bagran Organisasi dan Aparatur sesuai dengan tuga.s dan fungsi.

Pasa727

Subbagian Pendayagunaan Aparatur sebagaimala dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
teknis perumusan kebiiakan,
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, penyelenggaraan

pembinaan, monitoring, evaluasi,
aparaturpengendalian serta pelaporan di bidang pendayagunaan

pemerintah daerah, yang meliputi:
a. menJrusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang

aparatur pemerintah daerah;

rl
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b. men5rusun bahan perumusan kebijakan
bidang pendayagunaan aparatur pemerintah daerah;

tugas Perangkat Daerah secara

daerah di

Sekretariat

c.

d.

f.

l.

terpadu, administrasi, pembinaan, monitoring,
melaksanakan evaluasi, serta pelaporan di bidang
kepegawaian dan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah;

pembinaan jiwa korsa korp Aparatur Sipil Negara
(ASN);

e. mengelola administrasi kepegawaian di
Daerah;

ketatausahaan Subbagian
Aparatur;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang
pendayagunaan aparatur;

h. h. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepa.da Kepala
Bagian Organisasi dan Aparatur di bidang
aparatur;
melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di
bidang pendayagunaan aparatur;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bagran Organisasi dan Aparatur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BABV

ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Pasal 28

Asisten Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Asisten Ekonomi dan Pembangunan ifiI;rm tugas membantu
kebiiakan,Sekretaris Daerah dalam

terpadu, melaksanakan
tugas Perangkat Daerah secara

evaluasidan
pelaksanaan kebijakan dan pelayanan administratif serta pembinaan
aparatur sipil negara di bidang ekonomi dan
meliputi pembangunan serta
pemerintah.

Pasal 3O

Dalam melaksanakan dimaksud dalam Pasal 29,
Asisten Ekonomi dan fungsi:

pengoordinasian penrusunan kebljakan,
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara

terpadu, dan evaluasi
aparaturkebiliakan, dan administratif dan

\,

a.

sipil negara di
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b. penJrusunan kebljakan,
tugas Daerah secara

terpadu, pelaksanaan pemantauan dan pelaksanaan evaluasi
kebiiakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur
sipil negara di bidang pembangunan;
penlnapan kebijakan,c

tugas Perangkat Daerah secara
terlradu, pemantauan dan evaluasi
kebljakan, dan pela5ranan administratif dan pembinaan aparatur
sipil negara di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;

d. Asisten Ekonomi dan

tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 31

(1) Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan:
a. Bagian
b. Bagian
c. Bagian Barang/Jasa.

(2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (l), masing-
masrng oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah
dan jawab kepada Asisten Ekonomi dan

Pasal 32

Bagian Perekonomian selegaimnna dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
huruf a, mempunyai tugas bahan
pen5rusunan kebiiakan, pengoordinasian peLaksanaan tugas Perangkat
Daerah secara terpadu, dan meLaksanakan evaluasi
pelaksanaan kebljakan, dan pelayanan administratif dan
aparatur sipil negara di bidang perekonomian, Im8 meliputi bina
produksi, bina usaha, dan pengembangan usaha daerah.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32,
Bagan Perekonomian menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan kebijakan,

tugas Perangkat Daerah secara
terpadu, dan evaluasi kebljakan, dan
pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di
bidang bina produksi;

b. penyiapan bahan penJrusunan kebljakan,
tugas Daerah secara

kebljakan, danterpadu, pemantauan dan evaluasi

bidang bina usaha;
dan
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c. penyiapan bahan pen5nrsunern kebljakan,
tugas Perangkat Daerah secara

terpadu, dan evaluasi kebljakan, dan
pelayanan administratif dan aparatur sipil negara di
bidang pengembangan usaha daerah;

d. penyelenggaraan ketatausahaan Bagran Perekonomian
e. penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi di perekonomian;

saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten
Ekonomi dan Pembangunan di bidang perekonomian

g. pelaksanaan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang

Lgas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten
Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi

Pasal 34

(1) Bagian Perekonomian membawahkan:
a. SubbagianBinaProduksi;

Bina Usaha;
Pengembangan Usaha Daerah.

serta energi dan sumber daya mineral, yErng

h

f.

c.

b.
c.

(2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
rnasrng-masrng oleh seorang Kepala Subbagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian

Pasal 35

Subbagian Bina Produksi dimaksud dalam Pasal 34 ayat
huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis
perumusan kebljakan, tugas Perangkat
Daerah secara terpadu, administrasi,

evaluasi, serta pelaporan di
bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pangan,
kelautan,
meliputi:
a. men5rusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang

peternakan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan,
kelautan, perikanan, serta energi dan sumber daya mineral;

b. menyusun bahan perumusan kebiiakan daerah di
bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pangan,
kelautan, perikanan, energi dan serta sumber daya mineral;
mengoordinasikan pelaksanaan secara terpadu, menyelenggaral<an

melaksanakan evaluasi,
serta pelaporan di bidang

kehutanan, pangan, kelautan, serta energi
dan sumber daya mineral;

d. ketatausahaan Subbagian Bina Produksi;
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang bina

L7
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saran dan bahan kepada Kepala
Bagian Perekonomian di bidang bina pnoduksi;

g. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bina
produksi;

h. melaksanakan tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh Kepala
Bagran Perekonomian sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 36

Subbagian Bina Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif
perumusan kebliakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah secara terpadu, pembinaan,

melaksanakan evaluasi, serta di
bidang perindustrian, perdagangan, koperasi serta usaha mikro kecil
dan menengah, yang meliputi:
a. menJrusun rencana dan program ke{a di bidang

pedagangan, koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah;
b. menyusun bahan perumusan kebiiakan pemerintah daerah di

bidang perindustrian, perdagangan, koperasi serta usaha mikro
kecil dan menengah

tugas Perangkat Daerah secara

f.

c.

d.

terpadu,
melaksanakan evaluasi, serta pelaporan, di bidang
perindustrian, perdagangan, koperasi serta usaha ,ikrokecil dan

ketatausahaan Subbagian Bina Usaha;
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang bina

usaha;
f. menyampaikan saran dan bahan kepada Kepala

Bagran Perekonomian di bidang bina usaha;
g. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bina

usaha;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Perekonomian sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 37

Subbagian Pengembangan Usaha Daerah sglageimena dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan teknis administratif perumusan kebliakan, pengoordinasian

tugas Perang[at Daerah secara terpadu,

mel,aksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang
pengembangan usaha daerah, yang meliputi:
a. menJrusun dan melaksanakan rencana dan pnogram kerja di bidang

penananran modal dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
b. menyusun bahan perumusan kebiiakan Pemerintah Daerah di

bidarg penananran modal dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

s

18



c.

c.

tugas secara terpadu,

d.

e.

f.

g.

h.

melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang
penanaman modal dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

ketatausahaan Subbagian Pengembangan Usaha
Daerah;

bahan dan melaksanalran koordinasi di bidang
usaha daerah;
saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala

Bagian Perekonomian di bidang pengembangan usaha daerah;
g. melaksanakan evaluasi dan meLaporkan pelaksanaan ttryas di
pengembangan usaha daerah;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Ferekonomiarr sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 38

Bagan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
huruf b, mempunyai tugas bahan
penJrusunan kebiiakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah secara terpa.du, dan evaluasi

kebiiakan, dan pelayanan dan pembinaan
yang meliputiaparatur sipil negara di bidang

kegiatan pembangunan dan data, prasarana, sarana dan
pelaporan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,
Bagran Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pen5rusunan kebljakan,

tugas Perangkat Daerah secara
terpadu, dan evaluasi kebiiakan, dan
pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di
bidang pengendalian kegiatan pembangunan;

b. penyiapan bahan pen5rusunan kebijakan,
melaksanakan tugas Perangkat Daerah secara

terpadu, dan melaksanakan evaluasi melaksanakan
kebljakan, dan pelayanan administratif dan aparatur
sipil negara di bidang data, prasarana, sarana dan pelaporan
penyelenggaraan ketatausahaan Bagran Pembangunan;

d. penyiapan bahan dan
pembangunan;

koordinasi di bidang

e. penyampaian saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten
Ekonomi dan Pembangunan;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang
pembangunan;

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten
Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi.
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Pasal 4O

(1) Bagian Pembangunan, membawahkan:
a. Subbagian
b. Subbagian Data,

(2) Subbagian m
masing-
berada
Pembangunan.

Pasal 41

Subbagian Kegiatan
dimaksud dalam Pasal 4O ayat (1) huruf

kegiatan teknis administratif
tugas Daerah secara terpadu,

pelaporan di bidang

a. men5rusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang

b. menyusun pemerintah daerah di

c. secara

kegiatan
program/ kegiatan

ffi*.T€
terpadu di bidang perencanaan ruang;

ketatausahaan Subbagian
Kegiatan

bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang
pengedalian

pertimbangan kepada Kepala
kegiatan

pelaksanaan tugas di bina
kegiatan

tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagran Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 42

Subbagian
dimaksud

tugas Perangkat Daerah secara terpadu,

d.

e.
f.
o

h.

i.

j.

1.

Bagian Pembangunan di bidang
pembangunan;

k. melaksanakan evaluasi dan melaporkan

menyelenggaral<an
melaksanakan waluasi,

pembinaan,

yangprasa.rana, sarana dan

20
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a. men5rusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang
data, prasarana, sarana dan pelaporan;

b. menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di
bidang data, prasarana, sarana dan

e.

f.

g.

h.

c.

31 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas

pengadaan barang/jasa
pengadaan barang/jasa,

pen5rusunan data prasarana, sarana dan

yang meliputi pengelolaan
layanan pengadaan secara

d. pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara
terpadu,
melaksanakan evaluasi dan di bidang data,
prasarana, saftrna dan pelaporan, keuangan, perumahan rakyat
dan kawasan perhubungan, komunikasi dan

hidup;informatika, statistik, persandian dan
pengelolaan proposal permohonan hibah dan

bantuan sosial;
pengoordinasian, monitoring dan

evaluasi melaksanakan hibah dan bantuan sosial;
ketatausahaan Subbegran Data, Prasarana,

Sarana dan
menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang data,
prasarana, sarana dan pelaporan;

i. menyampaikan saran dan bahan kepada Kepala
Bagan Pembangunan di bidang data, prasarana, sarana dan

j. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di
bidang data, prasarana, sarana dan pelaporan;

k. tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh Kepala
Bagan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 43

Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
bahan

pengoordinasian penyusunan kebljakan, pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan
melaksanakan evaluasi kebljakan, dan pelayanan

dan pembinaan apaxatur sipil negara di bidang

elektronik dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43,
Bagan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan kebijakan,

tugas Perangkat Daerah secara
terpadu, dan evaluasi keb[iakan, dan
pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di
bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik serta
pengadaan barang/jasa;

2l

dan advokasi



d.

e.

b. penyelenggaraan ketatausahaan BaSian Pengadaan Barang dan
Jasa pemerintah;

c. penyiapan bahan dan koordinasi di bidang
pengadaan barang/jasa, layanan

pengadaan secara elektronik dan pembinaan darr advokasi
pengadaan barang/j asa;
penyampaian saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten
Ekonomi dan Pembangunan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang

pengadaan barang/jasa, layanan
pengadaan secara elektronik dan dan advokasi

barang/jasa;
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten

Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 45

(1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
a. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
b. Subbagian Pengelolaan layanan Pengadaan Secara Elektronik;
c. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
masing-masing oleh seorang Kepa.la Subbagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagtan
Pengadaan Barang/ Jasa.

Subbagian

Pasal 46

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas

kegiatan teknis administratif perumusan kebiiakan,
tugas Perangkat Daerah secara terpadu,

evaluasi,
pembinaan, monitoring,
serta pelaporan di bidang

pengelolaan pengadaan barang/jasa, yang meliputi:
' a. men;rusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang

pengelolaan penga.daan barang/jasa pemerintah;
b. menyusun bahan kebljakan Pemerintah Daerah di

bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara

f.

c.
terpadu,

evaluasi dan pelaporan di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah;

d. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
e. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
f. men5rusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa;
g. menJrusun dan mengelola katalog elektronik lokal/sektoral;
h. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak barang/jasa
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l.

J.

i. menyusun program kerja dan anggaran;
j. memfasilitasi

barang/ jasa
perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan

k. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa di Bagian
Pengadaan Barang/Jasa dan apabila ada
penyimpangan dan/indikasi penyimpangan;

l. menSrusun laporan atas
kegiatan pengadaan barang/ jasa kepada Bupati;

h. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan
sistem pengadaan secara elektronik di layanan
elektronik;

dan kegiatan kepa.da
kelompok kerja pengadaan baratg/ jasa pemerintah;

ketatausahaan Subbagian
Pengadaan Barang/Jasa;

k. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Bagian Pengadaan Barang/ Jasa di bidang pengelolaan pengadaan
barang/jasa pemerintah;

L melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah;

m. melaksanakan tugas kedinasan train yang diberikan oleh Kepala
Baglan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 47

Subbagian Pengelolaan layanan Pengadaan Secara Elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, mempunyai
tugas kegiatan teknis administratif
keb[iakan, tugas Perangkat Daerah
secara terpadu,

melaksanakan evaluasi, serta pelaporan di
bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang
meliputi:
a. menJrusun dan melaksanal<an nencana dan program kerja di bidang

pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
b. menyusun bahan perumusan kebiiakan pemerintah daerah di

bidang pengelolaan
c.

terpadu,
melaksanakan evaluasi dan di bidang pengelolaan
Layanan pengadaan secara elektronik;

d. seluruh sistem informasi pengadaan

layanan penga.daan secara elektronik;
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara

barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan
elektronik) dan infrastrukturnya.;

e. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa
secara elektronik;

f. memfasilitasi registrasi dan verilikasi pengguna
seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;

g. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan slrstem informasi;

secara

ry
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h. sistem informasi yang dibutuhkan oleh Bagian
Pengadaan Barang/Jasa;

i. menyelenggarakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa
pemerintah kepada masyarakat luas;

j. mengelola informasi kontrak;
k. mengelola informasi man4jemen barang/jasa hasil
l. menyelenggaral<an ketatausahaan Subbagian Pengelolaan Layanan

Pengadaan Secara Elektronik;
m. menyarnpaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala

Bagan Pengadaan Barang/Jasa di bidang pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik;
melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di
bidang pengelolaan Layanan pengadaan secara elektronik;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan tugas dan frrngsi.

Pasal 48

Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, mempunyai

tugas melaksanakan kegiatan teknis perumusan
kebiiakan, tugas Perangkat Daerah
secara terpadu,
monitoring, melaksanakan eval:asi, serta pelaporan di
bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa, yang
meliputi:
a. men5rusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
b. menyusun bahan perumusan kebijakan daerah di

bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
tugas Perangkat Daerah secara

l.

J.

terpadu, administrasi,
melaksanakan evaluasi dan pengenddian di bidang pembinaan dan
advokasi pengadaan barang/j asa;

d. melaksanaan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa
pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan
personel pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa;

manaJemen pengadaan

c.

e.

1.

f.
barang/ jasa;
melaksanakan pembinaan hubungan dengan para pemanglu

g. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan
Bagian Pengadaan Bareng/ Jasa selaku unit kerja pengadaan
barang/ jasa ;

h. melaksanakan analisis beban ke{a Bagian Pengadaan Barang/
Jasa selaku unit kerja pengadaan barang/ jasa;

personel Bagian Penga.daan Barangl
Jasa selaku unit kerja pengadaan barang/ jasa;

j. pengembangan sisGm insentif personel Bagian Pengadaan Barangl
Jasa selaku unit keda pengadaan barang/ jasa;
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k. melaksanakan fiasilitasi implementasi standarisasi layanan
pengadaan secara elektronik;

l. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan
barang/ jasa pemerintah di Daeratr;

m. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau
konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan
Pemerintah Daerah dan/atau desa;

n. melaksanat<an bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau
konsulta.si penggunaan selumh sistem informasi pengadaan
barang/jasa pemerintah, antara lain Sistem Informasi Rencana
Umum Pengadaan (SIRUP), Sistem Pengadaan Secara Elektronik
(SPSE), katalog elektronik (e-lcatalog), monitoring dan
evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-
moneu), Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP); dan

o. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui
mediasi;

n. menyelenggarakan ketatausatraan Subbagian Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa;

o. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Bagran Pengadaan Barang dan Jasa di bidang pembinaan dan
advokasi pengadaan barang/jasa;

p. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan hrgas di
bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

q. melaksanat<an tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VI

ASISTEN ADMINISTRASI DAN KESB,IAHTERAAN RAI(YAT

Pasal 49

Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 5O

Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai ftrgas
membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan pelaksanaan
kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
secara terpadu, melaksanakan pemantauan dan melaksanakan
evaluasi pelaksanaan kebi$akan dan pelayanan administratif serta
pembinaan aparatur sipil negara di bidang administrasidan
kesejahteraan ralgrat, yang meliputi kesejahteraan rak5rat, umum serta
humas dan protokol.
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DaLam melaksanakan tugas
Asisten Administrasi dan
fungsi:
a.

Pasal 51

dimaksud dalam Pasal 49,
Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan

ra.lryat;
penJrusunan kebijakan,

penlrusunan kebljakan,
tugas Perangkat Daerah secara

terpadu, pemantauan dan pelaksanaan evaluasi
kebijakan, dan peLayanan administratif dan pembinaan aparatur
sipil negara di bidang kesejahteraan

b. pen5napan
tugas Perangkat Daerah secara

terpadu, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur
sipil negara di bidang umum;

c. penlrrapan penrusunan kebljakan,
tugas Perangkat Daerah secara

terpadu, dan evaluasi
kebiiakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur
sipil negara di bidang hubungan massyarakat dan protokol;

d. ketatausahaan Asisten Administrasi dan
Rakyat;

e. tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 52

(1) Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Ralgrat, membawahkan:
a. Bagian Kesejahteraan Ralryat;
b. Umum;
.. Bqgian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

(2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah
dan jawab kepada Asisten Administrasi dan
Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 53

Bagran Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan
penJrusunan kebiiakan, tugas
Daerah secara terpadu, pemantauan dan melaksanakan evaluasi
pelaksanaan kebljakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan
aparatur sipil negara di bidang kesejahteraan ralgrat, yang meliputi
sosial tenaga kerja, kesehatan, keluarga
pemberdayaan masyarakat, dan

, pemuda, olahraga pariwisata,

s

kebudayaan.
anak,
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a, bahan penlrusunan kebijakan,
tugas Perangkat Daerah secara

terpadu, dan evaluasi kebiiakan, dan
dan pembinaan aparatur sipil negara di

bidang sosial kemasyarakatan dan tenaga kerja;
b. penyiapan bahan Iren5rusunan kebiiakan,

tugas Perangkat Daerah secara
terpadu, dan evaluasi kebljakan, dan
pelayanan administratif dan pembinaan apaxatur sipil negara di
bidang kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan;

bahan kebiiakan,

Datam melaksanakan tugas
Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 54

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53,
fungsi:

t{-

c.

d.
e.

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara
pemantauan dan evaluasi kebiiakan, dan

pelayanan administratif dan aparatur sipil negara di
pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;

ketatausahaan Bagan Kesej ahteraan Rakyat;
penyiapan bahan dan
kesej ahteraan rakyat;

koordinasi di bidang

h.

f. penyampaian saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten
Administrasi dan Kesra di bidang kesejahteraan ralryat;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas di bidang
rakyat;
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten

dan Kesejahteraan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 55

(l) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
a. Subbagian Sosial Kemasyarakatan dan Tenaga Kerja;
b. Subbagian Kesehatan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan;
c. Subbagian Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan

Kebudayaan.

(2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berada di bawah dan bertanggtrng jawab kepada Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 56

Subbagian Sosial Kemasyarakatan ilsn f6naga Kerja
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu,

, monitoring,
melaksanakan evaluasi, serta pelaporan di bidang sosial

dan tenaga kerja, yang meliputi:
a. men3rusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang

sosial kemasyarakatan dan tenaga kerja;

v
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c.

b. menyusun bahan perumusan keb[jakan daerah di
bidang sosial kemasyarakatan dan tenaga kerja;

tugas Peranglat Daerah secara
terpadu, administrasi, pembinaan, monitoring,
melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang
sosial dan tenaga kerja;

ketatausahaand. Subbagian Sosial
dan Tenaga Kerja;

bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang sosial
dan tena8a kerja;
saran dan bahan kepada Kepala

Bagian Kesejahteraan Ralryat di bidang sosial
tenaga kerja;

g. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di
bidang sosial kemasyarakatan 6il1 lsnoga kerja;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai ddngan tugas dan fungsi.

Pasal 57

Subbagian Kesehatan, Keluarga Berencana darr
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, mempunyai
tugas kegiatan teknis administratif perumusan
kebljakan, tugas Perangkat Daerah
secara terlradu,

melaksanakan evaluasi, serta pelaporan di
bidang kesehatan, keluarga pemberdayaan magrarakat
serta pemberdayEran perempuan dan perlindungan anak, yang meliputi:
a. menJrusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang

kesehatan, keluarga serta
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

b. menyusun bahan perumusan kebiiakan daerah di
masyarakatbidang kesehatan, keluarga berencana,

serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara

e.

f.

c.

e.

d.

dan

terpadu, administrasi, monitoring,
melaksanakan evaluasi, serta di bidang

keluarga masyarakat serta
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

ketatausahaan Subbagian Kesehatan, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan;

bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang
kesehatan, keluarga serta
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Bagran Rakyat di bidang kesehatan, keluarga
berencana, pem masyarakat serta

anak;

v
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perempuan dan perlindungan
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g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang
kesehatan, keluarga serta
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

h. melaksanakan tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 58

Subbagian Pendidilran, Pemuda, OLahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, mempunyai
ttrgas melaksanakan kegiatan teknis administratif, mempunyai tugas
melaksanakan teknis administratif perumusan kebilakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara Grpadu,

pembinaan, monitoring,
serta pelaporan di bidangevaluasi,

pendidikan, pemuda, oLahraga, pariwisata dan kebudayaan, yang
meliputi:
a. men5rusun dan melaksanalran rencana dan program kerja di bidang

pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
b. menyusun bahan perumusan kebiliakan pemerintah daerah di

bidang pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
tugas Perangkat Daerah secarac.

e.

terpadu,
melaksanakan evaluasi, serta pelaporan di bidang
pendidikan, pemuda, oLahraga, pariwisata dan kebudayaan;

d. menyelenggarakan ketatausahaan Subbagian Pendidikan, Pemuda,
Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;

bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang
pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan

f. menyampaikan saran dan bahan kepada Kepala
Bagran Kesejahteraan Rdat di bidang
olahraga, pariwisata dan kebudayaan;

g. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan
bidang pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bagran Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 59

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b,
mempunyai tugas bahan
kebiiakan, tugas Perangkat Daerah
secara terpadu, pemantauan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan
kebiiakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil
negara di bidang runun, yang meliputi tata usaha dan rumah tangga,
perencanaan serta keuangan.

pemuda,

tugas di

q

29



Pasal 6O

Dalam melaksanakan
Bagan Umum
a. penyiapan

dimaksud dalam Pasal 59,

Perang!<at Daerah secara
terlradu, pemantauan dan evaluasi kebiiakan, dan

sipil negara dipelayanan administratif dan pembinaan aparatur
bidang tata usaha dan rumah tangga Sekretariat Daerah, Bupati,
Wakil Bupati, dan Staf Ahli Bupati;

Perangkat Daerah secara

aparatur si
akan, dan
negara di

b.

c.

d.

f.

bidang perencanaan Sekretariat Daerah, Bupati,
Staf Ahli Bupati;

pen]rusunan
Perangkat

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
administratif dan pembinaan

Sekretariat Daerah, Bupati, W

Bupa.ti, dan

keb[iakan,
Daerah secara
kebliakan, dan

aparatur sipil negara di
akil Bupati, dan Staf Ahli

bidangumum;
kepada Asisten

ketatausahaan Bagian Umum;
e. penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi di

saran dan bahan
Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat di bidang umum;

g. pelaksanaan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang
umum;

h. tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi dan Kesejahteraan Ralryat sesuai dengan tugas dan
tungsi.

Pasal 61

(1) Bagian Umum membawahkan:
a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
b. SubbagianPerencanaan;
c. Subbagian Keuangan.

(2) Subbagian-Subbagan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
masrng-masrng oleh
berada di bawah dan
Umum.

Pasal 62

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sq dimaksud
dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, mempunyai tuga.s melaksanakan
kegiatan teknis
pelaksanaan

administratif perumusan kebiiakan, pengoordinasian
tugas Perangkat Daerah secara terpa.du,

pembinaan,
serta di bidang tata.

usaha dan rumah tangga Sekretariat Daerah, Bupati, Wakil Bupa.ti dan
Staf Ahli Bupati, yang meliputi:
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a. menlrusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang
tata usaha dan rumah tangga;

b. men5rusun bahan perumusan kebljakan di bidang tata usaha
Sekretariat Daerah;

c.

d.
e.

ct

h.

i.

c.

d.

o

h.

i.

tugas secara terpadu,

serta pelaporan di bidang
tata usaha dan rumah tangga;
mengelola

dokumen perencanaan;

serta pelaporan di

t

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang tata
usaha dan rumah tangga;

saran dan bahan kepada Kepala
di bidang tata usaha rumah tangga;
evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di

bidang tata usaha;
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 63

Ahli Bupati yang meliputi:
a. menJrusun dan melaksanakan renc€rna dan program kerja di bidang

perencanaan;
b. menyusun bahan perumusan kebiiakan di bidang perencanaan;

secara terpadu menJrusun

e
f.

pengendalian dan pelaporan di bidang
perencanaan;
menyelenggarakan ketatausahaan Subbagian Perencanaan

bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang
perencanaan;

kepa.da Kepala

melaporkan pelaksanaan tugas di
bidang perencanaan;

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepa.la
Umum sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 64

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud
huruf c, mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan, Perangkat

Sekretariat Daerah, Bu

v

bidang keuangan
Ahli Bupati, yang meliputi:
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c.

d.
e.

f.

c.

a. menJrusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang
keuangan;

b. menyusun bahan
Sekretariat Daerah;

kebiiakan di bidang keuangan

mengoordinasikan pelaksanaan secara terpadu, menyelenggarakan
pembinaan, monitoring, erraluasi,

pengendalian serta pelaporan di bidang keuangan;
ketatausahaan subbagian Keuangan;

bahan dan koordinasi di bidang

menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Bagian Umum di bidang keuangan;

evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di
bidang keuangan;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 65

Bagran Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, mempunyai tuga.s bahan
pengoordinasian penlrusunan kebiiakan, pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan
melaksanakan evaluasi kebiiakan, dan

dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang hubungan
yang metputi dokumentasi dan pemberitaan, analisis

media dan pendapat umum, serta protokol.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65,
Bagran Hubungan Masyarakat dan Protokol menyelenggarakan fungsi:
a. bahan kebliakan,

tugas Perangkat Daerah secara
terpa.du, dan evaluasi kebijakan, dan
pelayanan administratif dan aparatur sipil negara di

penJrusunan kebljakan,
bidang dokumentasi dan pemberitaan;

b. penyiapan bahan
tugas Daera-h secara

kebiiakan, danterpadu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di
bidang analisis media dan umum;

c. penyiapan bahan pen5rusunan kebijakan,
tugas Perangkat Daerah secara

terpadu, pemantauan dan evaluasi kebijakan, dan
pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di
bidang protokol;
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara
terpa.du di bidang kearsipan dan perpustakaan

t,

d.
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e, penyelenggaraan ketatausahaan Bagian Hubungan Masyarakat dan
Protokol;

f. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang hubungan
masyarakat dan protokol;

g. penyampaian saran dan bahan pertimbangan kepa.da Asisten
Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat;

h. pelaksanaan evaluasi dan melaporkal pelaksanaan tugas di bidang
hubungan masyaralrat dan protokol;

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi dan
fungsi.

Rakyat sesuai dengan tugas dan

Pasal 67

(1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan:
a. Subbagian Dokumentasi dan Pemberitaan;
b. Subbagian Analisis Media dan Pendapat Umum;
c. Subbagian Protokol.

(2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagan
Hubungan Masyarakat dan Pnotokol.

Pasal 68

Subbagian Dokumentasi dan Femberitaan dimalrsud dafam
Pasal 67 ayat (1) huruf a, tugas melaksanakan kegiatan
teloris administra,tif perumusan kebiiakan, pengoordinasian pelaksanaan
h:gas Perangkat Daerah secara terpa.du, menyelenggaral<an administrasi,

melaksanakan evaluasi, serta
pelaporan di bidang dokumentasi dan pemberitaan, yang meliputi:
a. menJrusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang

dokumentasi dan
b. menyusrrn bahan

dokumentasi dan
perunusan kebliakan pemerintah daerah di bidang

1.

c.
melaksanakan evahrasi, serta pelaporan di bidang
dokumentasi dan pemberitaan;

d. melaksanakan publikasi kebiiakan pemerintah daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. menerbitlan dan mempublikasi hasil-hasil dan potensi
ungulan melalui koordinasi dengan instansi terkaig

f. merryampaikan data, informasi dan keterangan kepada pers atau
rnasyarakat dalam hal mewakili Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
dan Protokol sebagai juru bicara Pemerintah Daerah;

g. mengumpulkan dan informasi, aspirasi,
masukan dan saran dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan
pimpinan;

q
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h. meliput dan mendokumentasikan lVakil dan
kegatan kedinasan Lainnya
Daerah;

i. menyusun berita kegiatan-kegatan Pemerintah Daerah yang akan
termasuk siaran pers @tessrcleasQ;

daerah;menyelenggara-kan penerbitan media
mengelola media enrer dalam upa.ya menjalin komunikasi yang
sinergis dengan media;

l. menyelengaral<an jumpa pers; (humas)
m. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan

media skala kabupa.ten;

j.
k.

o.

c,

Perangkat Daerah terkait;

oleh Pemerintah

evaluasi dan
kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan oleh

ketatausahaan Subbagian dan

n. mengoordinasikan,
pelaksanaan urusan

Pemberitaan;
p. batran dan melaksanakan koordinasi di bidang

dokumentasi dan pemberitaan;
q. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian

Hubungan Masyaralcat dan ttotokol di bidang dokumentasi dan
pemberitaan;

r. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang
dokumentasi dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bagiarr
frmgsi.

Masyarakat dan Pnotokol sesuai dengan tugas dan

Pasal 69

Subbagian Analisis Media dan Pendapat Umum dimaksud
dalam Pasal 67
kegiatan teknis
pelaksanaan

b melaksanakan

tugas Perangkat Daerah secara terpa.du,

serta di bidang
analisis media dan pendapat umum, yang meliputi:
a. menyusun dan rencana dan program kerja di bidang

analisis media dan pendapa.t umum;
b. menyusun bahan perumusan kebljakan pemerintah daerah di

bidang analisis media dan pendapat umum;
pelaksanaan secara terpadu, menyelenggarakan

melaksanakan evaluasi,
pengendalian serta
pendapa.tumum;

pelaporan di bidang analisis media dan

d. melaksanakan analisis dan pengolahan data serta informasi dari
media dan masyarakat;

e. mengumpulkan data dan informasi hubungan kelembagaan dengan
lembaga pemerintah, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan
dafam rangka hubungan

f. menyusun data base pelayanan informasi dan kehumasan;
g. mengembangkan standar Layanan informasi dan kehumasan;
h. melaksanakan evaluasi dan analisis seluruh usaha dan kegiatan

yang berkaitan dengan media massa dan masyarakat;
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i. membuat kliping berita-berita dan/ atau artikel-artikel terkait
kegiatan dan/atau kejadian di kabupaten yang dimuat dalam
berbagai media cetak sebagai bahan melaksanakan evaluasi dan

kebiiakan lebih lanjut;
bahan Komunikasi Pimpinan Daerah (brielfing notr;s,

press release,
k. menyusun naskah sambutan Bupati/ Wakil Bupati;
l. menanalisis pengelolaan data dan informasi dari media agar terjalin

kemitraan yang baik dengan media cetak maupun elektronik;
m. menyelenggarakan ketatausahaan Subbagian Analisis Media dan

Pendapat Umum;
n. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang analisis

media dan pendapat umum;
saran dan bahan pertimbangan kepada Kepalao.

f.

h.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol di bidang analisis
media dan pendapat umum;

p. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di
bidang analisis media dan pendapat umum;

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Ba.gan Hubungan Masyarakat dan Protokol sesuai dengan tugas
dan fungsi.

Pasal 7O

Subbagian Protokol dimaksud dalam Pasal 67 ayat (11

huruf c, tugas melaksanakan kegiatan teknis
perumusan kebljakan, pelaksanaan tugas Ferangfut
Daerah secara terpadu, pembinaan,
monitoring melaksanakan waluasi, pengendalian serta pelaporan di
bidang protokol, yang meliputi:
a. menyusun dan nencana dan program kerja di bidang

protokol;
b. menyusun bahan perumusan kebljakan

bidang protokol;
pemerintah daerah di

c. mengoordinasikan pelaksanaan secara terpa..du, menyelenggarakan
administrasi, pembinaan, melaksanakan evaluasi,

serta pelaporan di bidang protokol;
d. melaksanakan dan memfasi[tasi apel, upa.cara,

tamu, dan kegiatan protokol lain di tingkat Kabupaten;
e. pembinaan teknis dan kegiatan

dalam upaya dan
Perangfut Daerah di bidang keprotokolan;

ketatausahaan Subbagian Protokol;
c, bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang protokol;

saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Bagian Hubungan Masyaral<at dan Pnotokol di bidang protokol;

i. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di
bidang protokol;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Hubr:ngan Masyarakat dan Protokol sesuai dengan tuga.s dan

v

fungsi.
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BAB VII

KEIOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 71

(1) Kelompok Jabatan Fungsional di bawah dan
bertanggung jawab kepa.da Sekretaris Daerah.

(21 Kelompok Jabatan Fungsional FY' dimaksud pada ayat (1)
dipimpin yang
diantara

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dad sejumlah tenaga
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

bidang keahliannya.

(a) Jumlah Jabatan gibagaimsna dimaksud pada ayat (1),
ditentukan kebutuhan dan beban kerja.

(5) Jenis Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat ( tuan peraturan perundang-undangan

(6) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud

Kelompok Jabatan mempunyai tuga.s dan sesuan
dengan Jabatan tuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KER.'A

Pasal 73

Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan
pada Sekretariat Daerah dalamKetua Kelompok Jabatan

yang berlaku

pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan
undangan.

PasalT2

Pasal 74

Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan
Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah dalam

tugasnya memperhatikan prinsip manajemen
melaksanakanti

v

bidang tugas
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Passl 75

Dalam melaksanakan tuga.s, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala
Kepala Subbagian, dan Ketua Jabatan Fungsional

vertikal nraupun
organisasi dalam

tal

Jenjang jabatan
sesuai ketentuan

dan sinkronisasi secara
rnaupun antar satuan

I(etua Iftlompok Jabatan
Seknetaris Daerah, dan

diatur

pnnsrp
horizon

koordinasi,
baik ke

Pemerin
instansi lain sesuai dengan hrgas pokok masing-masing.

Pasal 76

(1) Sekretaris Daerah, Asisten, IGpala Bagian, Kepala Subbagian dan
Ketua Kelompok Jabatan Ffrngsional pada Seknetariat Daerah

Purworejo serta

dan
bagi melaksanakan

tugas

(21 Kepala Subbagian dan
dan memahrhi

dan jawab pada atasan masing-
masing serta menyampailan laporan tepat waktu.

(3) Dalam menyampa.ikan traporan masing-masing kepa.da atasan,
tembusan kepada satuan organisasi lain
di lingkungan FI{€fi:iI fungsional
hubungan kerja.

(4) Setiap traporan yang diterima oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala
Ba8ran, IGPala
dari bawahan

dan Ketua lGlompok
wqiib diolah dan

menlrusun laporan lebih lanjut dan dliadikan bahan untuk
petuduk kepada bawahan.

Pasa777

Asisten, Icpala Bagian,
Fungsional
bedasarkan hal tersebut Sekretaris Daerah men5rusun laporan berkala
Sekretaris Daerah kepada Bupati,

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 78

dan kepangfutan serta susunan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

I
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(1) Sekretariat Daerah waj
jabatan aparatur sipil
analisis beban kerja.

(2) Menyusun kebutuhan
dimaksud pada ayat

Pada saat Peraturan
Purworejo Nomor 64

ib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis
negara berdasarkan analisis jabatan dan

Pasal 80

ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
2016 tentang Susunan

5 (lima)
tahun yang rliFerinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas
kebutuhan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Bupati
Tahun

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupa.ten Purworejo (Berita Daerah Tahun 2O16
Nomor 64 Seri D Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangl€n.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

di
pada tanggal 31 Desenber 2018

RF^IO,

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 3r Ds,g 20rgtu

SEKRETARIS DAERAH PURWOREJO

I/ SXO ROMADHoN(-
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORBJO
1611IJI\I 2018 NOMOR 95 SERII NOMOR 13
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWORE.'O
NOMOR 9' TAHUN A,8
TENTANG
KEDUDUTAN, SUSUNAN ORGANISASI, ruGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KEzuA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURII/ORF^'O

ot

:l o

BAGIAN
HUKUM

ST,IBBAG
PERAruRAN
PBR-UU.AN

ST'BBAG
BAI{TUAN HT,KUM

DAN HAM

ST'BEAO
PENGKAIIAI{ DAN

DOK. HUI('M

BAGIAN
PEMERINTAHAN

ST,BBAO
ADMIMSTRAT'I

PEMERINTAHAN

ST'BBAG
OIONOMI
DAERAH

SUBBAO
IGR.'ASAMA

DAERAH

BUPATI

WAKILBUPATI

SEKRETARIS DAERAH

KEI.OMPOK JABATAN
STAFAHU

BUPATIffi
ASISTEN

PEMERINTAHAN
ASISTEN

EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
ASISTEN

ADMINISTRASI DAN KESRA

BAGIAN
ORGANISASI DAN

APARATUR

BAGIAN
PEREKONOMIAN

BAGIAN
PEMBANGI'NAN

BAGIAN
PENGN)AAN

BARANG/JASA

BAGIAN
KESE.]AI{TERAAN

RAKYAT

BAGIAN
T',MUM

BAGIAN
HIJMAS DAN
PROTOKOL

SUBBAG
KEI,EMBAOAAN

SUBBAG
BINA PRODUKSI

SUBBAG
PENGENDALIAN

IIEGI,ATAI{
PEMBANGUNAN

SI'IBBAO
PENGELOTIAN

PEI{OADAAI{
BARAIIOruAIIA

AUBBAO
SOSU.L KETiA'Y.

DAN TII{AGA
IGR.IA

guaB o
TATA USAIIA DAN
RUMAH 1ANOOA

ST,BBAO
DOK.I}IENTASI DAII

PEiMBERIIAAN

SUBBAG
I(ETATAIIIGANAAN

DAI{ PEIAYANAN
PI,BUK

SUBBAC
BINA USAHA SUBBAO

AENOEIDIIAN
IAYANAII

IENGADAAN
SeCrtRA

ELEKTRONIK

SI,,BBAO
IIESEHATAN, I(B,

DAN
PEMBERDAYAAI{

SI,.tBBAG
PEREI{CANMN

SUBBAG
AI'IAUS}Is UEDIA
DAI{ PENDAPAT

T,IMUM

SI'BBAG
PF,NDAYAOI'NAAN

APARATUR

AUBBAC
PENGEMBANGAN
USAHA DAFTAI{

SUBBAO
Dfft,

MASARANA,
SIARANA DAN
PET.APORAN

SUBBAO
PENDIDIKAN,

PEMUD,t,
OLAHRAGA

PARIWIS/TIA DAN
XEBUDAYAN{

SI,BBAG
XEUANGTN

SUBBAO
PROT{'KOL

SI,BBAC
PEMBINAAAN DAI{

ADVOX ST

PENGADAAN
BAMNO/JASA

D


